
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.962, 2017 KEMENDAGRI. Pelaksanaan Kegiatan dan 

Anggaran. Pedoman. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 

 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas, efisiensi dan 

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu diatur 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;  

  b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan 

Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri; 

 

Mengingat      :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

               3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

                        4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 5.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 

Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 57); 

 6.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

                      8.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

                     9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5450); 

                   10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

                           11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5655); 

 12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

678); 

 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191); 

 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 

pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1350); 

 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1411);  

 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617);  

 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian 

Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007); 

 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan 

Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada 

Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 20); 

 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); 
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 23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas 

Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian 

Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 532);   

 24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 296); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang 

digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya 

disingkat PA/PB, adalah Menteri Dalam Negeri yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan/penggunaan 

anggaran/barang Kementerian Dalam Negeri. 

3. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi 

pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 

4. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang 
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